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P U T U S A N 

Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sel 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA SELONG 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama 

dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara 

Cerai Gugat antara: 

XXX, NIK. XXX tempat tanggal lahir di XXX, 27 September 1994, agama Islam, 

pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, alamat di 

Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten 

Lombok Timur-NTB, dalam hal ini memberikan kuasa 

khusus kepada LALU MUSTAJIB, S.H, selaku 

Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. Haji Rawi - 

Baret Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, 

Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 

berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Januari 

2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 

29/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/I/2024 tanggal 15 

Januari 2024, sebagai Penggugat; 

melawan 

XXX, tempat tanggal lahir di XXX, 04 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan 

wiraswasta, beralamat di XXX Dusun XXX Tengah, 

Desa XXX, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok 

Timur - NTB; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa 

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2024 

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 

176/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 

pada tanggal 13 Oktober 2022 di XXX Dusun XXX Tengah, Desa XXX, 

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur., sesuai dengan fotokopi 

Akta Nikah Nomor: XXX/17/x/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 12 Januari 

2024; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX 

Dusun XXX Tengah, Desa XXX, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok 

Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun 

belum dikaruniai keturunan; 

3. Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

mulai tidak harmonis yang disebabkan: 

a.  Penggugat merasa tidak nyaman tinggal satu kamar dengan saudara 

sepupu perempuan Tergugat saat Tergugat masih berada di 

Kalimantan dan ketika Penggugat menyampaikan hal tersebut pada 

Tergugat, Tergugat malah menanggapi dengan cara emosi;  

b.  Tergugat memiliki sikap tempramental dan sering berlaku kasar pada 

Penggugat dengan cara memukul, Tergugat pun sempat berjanji pada 

orang tua Penggugat untuk tidak lagi berlaku kasar namun perlakuan 

kasar Tergugat tetap terulang kembali;  

c. orang tua/ibu Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga 

Penggugat, bahkan ibu Tergugat kini menahan buku Kutipan Akta 

Nikah Penggugat dan meminta uang tebusan sebesar 13 (tiga belas) 

juta rupiah;  

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat terjadi pada 

awal September 2023 dimana akhinya Penggugat pergi meninggalkan 

tempat kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai dengan 

saat ini; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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5. Bahwa setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga 

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; 

6. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini, Penggugat bersedia 

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

PRIMER 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat 

(XXX); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDER 

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya; 

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus 

kepada LALU MUSTAJIB, S.H selaku Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. 

Haji Rawi - Baret Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok 

Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 

Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 

29/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/I/2024 tanggal 15 Januari 2024; 

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut 

diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang 

bersangkutan; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat 

didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan; 

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat di persidangan namun tidak berhasil; 

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat 

untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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SUHIRMAN, S.H., CPM tanggal 22 Februari 2024, ternyata mediasi tidak 

berhasil; 

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan 

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban 

secara lisan yang pokok-pokknya adalah sebagai berikut; 

1. Bahwa benar tentang identitas Penggugat dan Tergugat; 

2. Bahwa posita angka 1, dan 2, benar; 

3. Bahwa posita angka 3, benar yang menyatakan antara Penggugat dan 

Tergugat sejak bulan Mei 2023 terjadi perselisahan dan pertengkaran, 

namun tidak benar pada posita hurup: 

a. Sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat namun Tergugat ada 

alasan untuk memarahi Penggugat karena orang tua Penggugat ikut 

campur rumah tangga Tergugat; 

b. Bahwa tidak benar posita hurup B, sebagaimana tersebut dalam 

gugatan Penggugat yang benar adalah Tergugat tidak mau pulang 

kerumah kediaman bersama; 

c. Bahwa tidak benar posita hurup C, sebagaimana tersebut dalam 

gugatan Penggugat yang benar adalah hutang tersebut sebesar Rp. 

13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) terjadi sebelum pernikahan antara 

Pengguat dan Tergugat; 

4. Bahwa posita angka 4, benar sebagaimana tersebut dalam gugatan 

Penggugat; 

5. Bahwa posita angka 5, 6, dan 7, adalah benar sebagaimana tersebut dalam 

gugatan Penggugat; 

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapinya 

secara lisan dengan menyatakan tetap menguatkan dalil-dalil gugatannya 

(sebagai replik); 

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan secara 

lisan tetap menguatkan dalil-dalil jawabannya (sebagai duplik); 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sel 
 
 

 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 27 Oktober 2012 atas 

nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, 

telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan telah dicap pos 

(nazegelen), diberi tanggal dan paraf dengan kode bukti (P.1); 

2. Fotokopi Minuta Akta Nikah dari KUA Kecamatan Terara Kabupaten 

Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor XXX/17/X/2022, 

Tanggal 12 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua 

Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir oleh 

Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicap pos 

(nazegelen), diberi tanggal dan paraf dengan kode bukti (P.2); 

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas 

bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak 

membantahnya; 

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah: 

1. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, 

bertempat tinggal di Dusun XXX, XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, 

Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang 

pokoknya sebagai berikut: 

-  Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan 

dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum 

dikaruniai anak; 

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 

sejak bulan Mei Tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi 

pertengkaran; 

- Bahwa, saksi pernah mendengar suara perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan 

Tergugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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-  Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 

berpisah rumah sejak mulai bulan September 2023 sampai dengan 

sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; 

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan 

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

2. XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, 

bertempat tinggal di Dusun XXX, XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, 

Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai 

berikut: 

− Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat;   

− Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri 

yang sah; 

− Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 

belum dikaruniai anak; 

− Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 

pertengahan tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan 

Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 

sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan 

Tergugat tidak pernah bersatu lagi; 

− Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dan Tergugat hanya saja saksi pernah melihat bekas 

Penggugat dipukul; 

− Bahwa, saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dan Tergugat; 

− Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan 

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak 

mengajukan alat bukti surat namun Tergugat hanya mengajukan seorang saksi 

di muka sidang yaitu: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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-  XXX, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat 

tinggal di Dusun XXX Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok 

Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai 

berikut: 

-  Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan 

dengan Tergugat sebagai ibu kandung Tergugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum 

dikaruniai anak; 

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat baik-baik saja; 

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan dan 

pertengkaran Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah berhutang kepada 

saksi waktu sebelum menikah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta 

rupiah); 

- Bahwa saksi mengetahui hutang tersebut belum dikembalikan oleh 

Penggugat; 

- Bahwa saksi memang benar menahan buku nikah Penggugat dan 

Tergugat dikarenakan Penggugat akan menggunakannya untuk mencari 

pinjaman uang; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 

berpisah rumah namun lupa sejak kapan dan sampai dengan sekarang 

sudah tidak bersatu lagi; 

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan 

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Disclaimer
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus 

Penggugat tertanggal 15 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Selong Nomor 29/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/I/2024 

tanggal 15 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 

RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat 

Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal 

Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan 

Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena 

itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan 

subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat 

menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara 

dalam perkara aquo sebagai advokat profesional; 

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan 

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun 

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan 

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RB.g 

jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka 

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai 

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai 

Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan Tergugat mudah emosi dan bersikap kasar; akibatnya 

sejak bulan September 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 

dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan 

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; 
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Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam 

jawaban dan dupliknya membenarkan atau mengakui secara murni (aveu pur et 

simple) terhadap posita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dan membantah poin huruf a, 

b dan c pada Posita angka 3; 

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang diakui 

secara murni (aveu pur et simple) oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 

311 RBg jo Pasal 1925 KUHPerdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa 

terhadap pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, 

mengikat dan menetukan (Volledig, bindende, en beslinssende bewijskracht), 

dan oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti pokok-pokok gugatan 

berikut ini: 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 

pada tanggal 13 Oktober 2022 di XXX Dusun XXX Tengah, Desa XXX, 

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan fotokopi Akta 

Nikah Nomor: XXX/17/x/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 12 Januari 2024; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX 

Dusun XXX Tengah, Desa XXX, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok 

Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun 

belum dikaruniai keturunan; 

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

mulai tidak harmonis; 

- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat terjadi pada 

awal September 2023 dimana akhinya Penggugat pergi meninggalkan 

tempat kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai dengan 

saat ini; 

Menimbang, bahwa terhadap poin huruf a, b dan c pada Posita angka 3 

yang dibantah oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 283 RB.g jo Pasal 

1865 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “barang siapa yang mempunyai 

suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak 

seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka Penggugat 

harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu juga Tergugat harus 
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membuktikan dalil-dalil bantahannya yang masing-masing diberikan 

kesempatan secara adil dan berimbang; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang 

saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai 

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti 

surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat 

kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh 

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai 

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata 

terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten 

Lombok Timur, dengan demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan 

Agama Selong berwenang untuk memeriksan dan mengadili gugatan Cerai 

Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009); 

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai 

cukup, telah dicap pos (nazegelen) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya 

namun telah dilegalisir oleh petugas yang berwenang serta keberadaanya juga 

diakui oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, 

serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan 

Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2022, relevan dengan dalil yang hendak 

dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka 

bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat 

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 

2022 di KUA Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 
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Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat 

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in 

judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai 

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat 

adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan 

telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta 

diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil 

saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 

171, 172 dan 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil 

Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas 

pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain (mutual conformity) dan 

relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu terhadap saksi-saksi tersebut telah 

memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangannya dapat diterima dan 

memiliki nilai pembuktian bebas (vrijbewijskracht) yang dapat dipertimbangkan 

kemudian; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat 

hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan alat bukti 1 

(satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai 

Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat 

batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap 

kesaksian (unus testis nullus testis), sehingga bantahan Tergugat harus 

dinyatakan tidak terbukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 

saksi-saksi di muka sidang yang bersesuaian antara satu dengan yang lain 

ditemuakan fakta kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 

pada tanggal 13 Oktober 2022 di XXX Dusun XXX Tengah, Desa XXX, 

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur., sesuai dengan fotokopi 

Akta Nikah Nomor: XXX/17/x/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sel 
 
 

 

Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 12 Januari 

2024; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX 

Dusun XXX Tengah, Desa XXX, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok 

Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun 

belum dikaruniai keturunan; 

3. Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan Tergugat mudah emosi dan bersikap kasar; 

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat 

dan Tergugat sudah pisah berpisah rumah sejak bulan September 2023 

hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi 

dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing 

sebagaimana layaknya suami isteri; 

5. Bahwa, telah dilakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat 

namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas 

dapat disimpulkan sebuah fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat 

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada 

harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah 

demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak 

madhlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan 

suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah 

perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan 

memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan 

keluarga kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta 

dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak 

akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan 

menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan 
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ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali 

sebagai suami istri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis 

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi 

untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah 

tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan 

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang 

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut; 

 

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia 

mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari 

suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan 

hubungan suami istri antara mereka berdua”; 

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 

1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa “suami istri yang tidak berdiam 

serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah 

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah 

hukum: “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sitri telah 

terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta 

tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang 

bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf 

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 
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Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian 

dengan Tergugat haruslah di kabulkan”; 

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta hukum di atas dihubungkan 

dengan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam 

jis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 

(satu) yang menyatakan bahwa: “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar 

Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu 

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar 

terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 ( enam) 

bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti 

suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah 

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta 

hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT," maka Majelis hakim 

berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023 yang 

disebabkan karena Tergugat mudah emosi dan bersikap kasar kepada 

Penggugat, serta telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dan 

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 atau 

sampai sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya maka alasan gugatan 

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan 

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat 

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta 

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu 

patut dikabulkan;  
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Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang 

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum 

dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup 

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat 

(XXX); 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Fatkun Qorib, S.Sy. 

sebagai Ketua Majelis, Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Bukran, 

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar 

hadirnya Tergugat; 

Ketua Majelis 

 

 

Fatkun Qorib, S.Sy. 

Hakim Anggota Hakim Anggota 
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Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. 

 

 

Fauzi Prihastama, S.Sy. 

 

Panitera Pengganti 

 

 

Bukran, S.H. 

 

Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00 

2. Proses  : Rp.  75.000,00 

3. Berkas E-Court : Rp.  14.000,00 

4. Panggilan  : Rp.  42.000,00 

5. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00 

6. Redaksi  : Rp.  10.000,00 

7. Meterai  : Rp.  10.000,00 

Jumlah   Rp. 201.000,00  

    (dua ratus satu ribu rupiah) 
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